BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Kosmetik share in jar adalah kosmetik yang isinya telah dibagi (share) dan
dipindahkan pada (in) beberapa kontainer atau wadah (jar) yang berukuran
lebih kecil. Pada umumnya transaksi jual-beli kosmetik share in jar dilakukan
melalui suatu sistem elektronik dan kesepakatan antara penjual dan pembeli
terkait transaksi ini dituangkan kedalam suatu kontrak elektronik. Kontrak
elektronik merupakan peranjian para pihak yang dibuat melalui sistem
elektronik. Sama seperti perjanjian pada umumnya, agar dapat dikatakan
sebagai perjanjian yang sah dan mengikat secara hukum, isi dari perjanjian jual
beli kosmetik share in jar secara elektronik harus memenuhi unsur kesepakatan,
kecakapan, suatu hal tertentu, dan objek transaksi tidak boleh bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum atau
dapat juga disebut dengan sebab yang halal, sebagaimana diatur dalam Pasal
1320 KUHPerdata.

Keabsahan dari perjanjian jual beli kosmetik share in jar yang dilakukan secara
elektronik ini dapat dianalisis berdasarkan syarat keabsahan perjanjian yang
tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dari pembahasan dalam bagian-
bagian sebelumnya, berikut merupakan kesimpulan dari masing-masing syarat

keabsahan perjanjian, yaitu:

1.1. Unsur kesesuaian dengan Syarat dan Kondisi dalam Penawaran Secara
Elektronik terpenuhi asalkan kondisi produk kosmetik share in jar
yang menjadi objek sesuai dengan syarat dan kondisi dalam deskripsi
produk dalam penawaran secara elektronik. Sebaliknya, apabila produk
kosmetik share in jar tidak sesuai dengan syarat dan kondisi dalam
deskripsi produk, maka unsur kesesuaian syarat dan kondisi dalam

penawaran secara elektronik tidak dapat terpenuhi.
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Unsur kesesuaian antara Informasi dalam Kontrak Elektronik dan
Penawaran Secara Elektronik dapat terpenuhi karena informasi produk
yang dipilih oleh pembeli pada halaman penawaran secara elektronik
dari penjual biasanya otomatis (melalui sistem) sama dengan informasi
terkait produk dalam halaman penawaran secara elektronik milik
penjual.

Unsur kesepakatan perjanjian jual beli kosmetik share in jar secara
elektronik dapat dikatakan terpenuhi karena lazimnya para pihak sama-
sama sepakat untuk mengikatkan dirinya untuk melakukan transaksi
jual beli kosmetik share in jar. Pembeli ingin mendapatkan kosmetik
share in jar dan penjual ingin mendapatkan uang dari hasil penjualan
kosmetik share in jar. Namun, apabila terjadi suatu cacat kehendak
salah satu pihak dalam menyampaikan kesepakatannya, maka
perjanjian perjanjian jual beli kosmetik share in jar secara elektronik
dapat dibatalkan.

Unsur kecakapan dalam perjanjian jual beli kosmetik share in jar
secara elektronik dapat dikatakan terpenuhi selama transaksi jual-beli
dilakukan oleh pihak-pihak yang cakap dalam melakukan tindakan
hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdata. Apabila
perjanjian jual beli kosmetik share in jar secara elektronik ini
dilakukan oleh pihak yang tidak cakap, tidak menutup kemungkinan
bahwa perjanjian jual beli kosmetik share in jar secara elektronik ini
dapat dibatalkan.

Unsur suatu hal tertentu dalam perjanjian jual beli kosmetik share in
jar secara elektronik dapat dikatakan terpenuhi. Hal ini disebabkan
karena syarat terjadinya transaksi jual-beli kosmetik share in jar secara
elektronik adalah pembeli harus memilih dulu barang yang akan dibeli,
lalu pembeli harus melakukan pembayaran, dan pembayaran tersebut
dikonfirmasi lagi oleh penjual. Oleh karena hal yang menjadi objek

tertentu dalam perjanjian jual-beli kosmetik share in jar secara
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elektronik sudah jelas, maka unsur hal tertentu dapat dikatakan
terpenuhi.

1.6. Unsur suatu sebab yang halal dalam perjanjian jual beli kosmetik share
in jar tidak terpenuhi. Hal ini disebabkan karena ketentuan dalam Pasal
3 jo. Pasal 4 Permenkes Izin Produksi Kosmetika menyatakan bahwa
suatu pembuatan kosmetika hanya dapat dilakukan oleh suatu
Industri Kosmetika yang harus memiliki izin produksi. Mengingat
pada faktanya kegiatan produksi kosmetik share in jar dilakukan
sendiri oleh penjual yang bukan merupakan suatu Industri Kosmetika
dan juga tidak memiliki Izin Produksi untuk melakukan kegiatan
produksi kosmetik, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa
kegiatan produksi kosmetik share in jar melanggar undang-undang.
Oleh karena unsur suatu sebab yang halal tidak terpenuhi, maka
perjanjian jual-beli kosmetik share in jar secara elektronik batal demi
hukum dan keadaan dianggap kembali seperti keadaan semula sebelum

perjanjian dilahirkan.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian
jual-beli kosmetik share in jar secara elektronik tidak dapat memenuhi

syarat keabsahan perjanjian.

2. Saran

Penulis berharap dengan mengetahui bahwa perjanjian jual-beli kosmetik share
in jar secara elektonik tidak memenuhi syarat keabsahan suatu perjanjian yang
diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, masyarakat memahami bahwa objek
dalam transaksi jual-beli kosmetik share in jar adalah sesuatu yang melawan

hukum, untuk itu:

2.1. Pelaku usaha yang ingin melakukan kegiatan jual-beli kosmetik diharapkan
untuk menjual versi asli dari suatu produk kosmetik saja. Apabila penjual
ingin melakukan suatu kegiatan produksi kosmetik untuk dijual, maka

penjual tersebut harus mengurus semua perizinan yang diatur dalam hukum
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2.2.

2.3.

2.4.

positif di Indonesia agar benda yang menjadi objek jual-beli tidak
bertentangan dengan unsur suatu sebab yang halal. Adapun perizinan yang
harus didaftarkan pada BPOM adalah lIzin Produksi Kosmetika sesuai
golongan kosmetik yang akan dibuat dan pelaku usaha juga harus membuat
Izin Usaha Industri ataupun Tanda Daftar Industri.

Masyarakat selaku pembeli diharapkan tidak membeli produk kosmetik
share in jar, meskipun dapat merasakan keuntungan dari pembelian
kosmetik share in jar. Selain memiliki banyak resiko, hal ini juga
dilakukan guna menghindari perjanjian yang melanggar unsur suatu sebab
yang halal.

Pemerintah diharapkan melakukan pembaharuan terhadap peraturan
mengenai keabsahan perjanjian, karena perjanjian atau kontrak elektronik
yang sering digunakan di zaman ini lebih kompleks dari perjanjian
konvensional. Meskipun sudah diatur dalam Pasal 52 PP PMSE yang
sekilas seperti lex specialis dari Pasal 1320 KUHPerdata, pada faktanya PP
PMSE secara hierarkis berada dibawah KUHPerdata dan tidak
mengesampingkan peraturan dalam KUHPerdata. Oleh karena itu, perlu
dibuat suatu produk hukum guna mengatur keabsahan perjanjian yang
sesuai dengan perkembangan zaman, baik dengan memperbaharui
KUHPerdata ataupun menambahkan ketentuan terkait keabsahan
perjanjian dalam UU ITE.

Pemerintah melalui BPOM diharapkan dapat melakukan pengawasan dan
penindakan yang tegas terhadap transaksi jual-beli hal melanggar hukum
(khususnya yang terjadi secara elektronik) guna melindungi masyarakat

selaku warga negara.
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